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Tentang

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024

. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan/Sub kegiatan yang dibiayai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan
Tahun 2024 dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan

. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini

dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

bahwa untuk masuk huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Katingan;,

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleggaran Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20%
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
{embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran .
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Peraturan Pemerintanh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322}

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018
Nomor 182);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63),

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhlran Klasifikasl,Kodefikasi dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Katingan;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupat
Katingan Nomor 35);
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22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daeah Nomor 7, Tambahan
lembaran Daerah Nomor 88 tanggal 23Desember 2022);

23. Peraturan Bupati Katingan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Nomor 714 tanggal 23 Desember 2022);

MEMUTUSKAN

: Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

. PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas

dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD yang meliputi :

a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;

b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

¢. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran;

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi

a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan;

b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan

SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengadaan barang/jasa.

: Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna

Anggaran.

: Biaya yang timbu! dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran

yang sesuai, berdasarkan DPA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tahun anggaran 2024.

. Keputusan ini berlaku sejak tanggai ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya, apabita dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal 2 Januari 2024

NIP. Y9701109199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.

3
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bupati Katingan

Up.- Kepala Bagian ORTAL Setda Kabupaten Katingan di Kasongan;

- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan di Kasongan
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.
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